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Abstrak 
 
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna 
menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, pemerintah Provinsi Riau 
telah berusaha semaksimal mungkin melindungi  hak tenaga kerja.Tanggung jawab itu dapat dilihat dari 
aturan perundang-undanmgan yang dibuatolehpemerintah, dimulai dari pekerjaakan bekerja sampai setelah 
habis masa bekerja. Adanya penyelewengan dilapangan itu termasuk kepada kesalahan oknum tertentu yang 
mengambil keuntungan terhadap hubungan antar pekerja dengan pengusaha. 
Dapat dikatakan bahwa Jamsostek sangat berperan dalam kelangsungan hidup pekerja mulai dari awal 
bekerja sampai pekerja tidak dapat bekerja lagi akibat kecelakaan atau karena kematian. Dengan adanya 
Jamsostek keluarga yang ditinggal pun dapat mempergunakan uang santunan tersebut untuk menyambung 
hidup mereka dengan memamfaatkan uang tersebut sebagai modal berusaha. Begitu banyak manfaat yang 
didapat oleh pekerja sehingga sudah sebaiknyalah pekerja ikut serta dalam JAMSOSTEK ini. 
 
Kata kunci: Ketenagakerjaan, Pemenuhan Hak, Jaminan Sosial, Tenaga Kerja 
 
Abstract 
 
 Social security is one form of social protection organized by the state in order to guarantee its citizens 
to fulfill basic living needs that are feasible, the Riau provincial government has made every effort to protect 
the rights of workers. This responsibility can be seen from the rules and regulations made by the government, 
starting from workers will work until after working time. The existence of fraud in the field includes the 
mistakes of certain individuals who take advantage of the relationship between workers and employers. 
It can be said that Social Security is very instrumental in the survival of workers from the beginning of work 
until workers cannot work anymore due to an accident or because of death. With the existence of Social 
Security families who are left behind can also use the compensation to connect their lives by utilizing the 
money as working capital. So many benefits obtained by workers that it is best for workers to participate in 
JAMSOSTEK. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Asas pembangunan ketenagakerjaan pada 
dasarnya sesuai dengan asas pembangunan 
nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila 
serta asas adil dan merata. Pembangunan 
ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 
keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara 
pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh 
sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan 
dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja 
sama yang saling mendukung. Dengan asas 
pembangunan ketenagakerjaan maka setiap orang 
berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidup yang layak dan 
meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya 
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan 
makmur. 
Untuk memberikan jaminan sosial yang 
menyeluruh, negara mengembangkan Sistem 
Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga 
kerja dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko 
sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam 
melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan 
kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia. 
Dengan meninggkatnya teknologi, menjadi 
tingkat kecelakaan kerja semakin tinggi pula. 
Tingkat kecelakaan kerja yang tinggi ini 
disebabkan cara pemakaian alat teknologi 
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semakin rumit dan butuh pengetahuan yang cukup 
dalam menjalankannya. 
Jaminan sosial tenaga keja yang disingkat 
JAMSOSTEK diharapkan memberikan 
ketenangan bagi pekerja dan keluarganya selama 
pekerja menjalani pekerjaannya. Dengan adanya 
ketenangan ini diharapkan produktifitas tenaga 
kerja semakin meningkat. Kontribusi yang positif 
terhadap produktifitas kerja membawa dampak 
yang tidak langsung kepada kesejahteraan 
pekerja, ini berkaitan dengan omset dan jam kerja 
yang bertambah. 
Dalam kenyataannya Jamsostek yang 
diharapkan sebagai dana pensiun oleh pekerja 
tidak sesuai dengan nilai yang mereka bayangkan, 
serta prosedur pengurusan yang dianggap oleh 
sebagian pekerja bertele-tele. Oleh karena itu 
penulis tertarik mengkaji mengenai upaya 
perlindungan hak pekerja ditinjau dari UU No. 3 
Tahun 1992. 
 
2.  RUMUSAN MASALAH 
 
1. Bagaimana Peranan Dinas Ketenagakerjaan 
Provinsi Riau Dalam Pemenuhan Hak Pekerja 
Terhadap Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja? 
2. Jaminan sosial apa saja yang diatur oleh UU 
No. 3 Tahun 1992 ini? 
 
3.  PEMBAHASAN 
 
A. Bagaimana Peranan Dinas 
Ketenagakerjaan Provinsi Riau Dalam 
Pemenuhan Hak Pekerja Terhadap 
Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja  
 
Peranan Pemerintah Provinsi Riau 
mengenai Jamsostek ini lebih ditekankan 
kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 
Dalam Pasal 30 UU Nomor 3 tahun1992 ini 
mengatakan bahwa ” dengan tanpa 
mengurangi ketentuan pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 terhadap pengusaha, 
tenaga kerja dan badan penyelenggara yang 
tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini 
beserta peraturan pelaksanaanya dikenakan 
sanksi administratif, ganti rugi dan denda yang 
akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah Provinsi Riau.” 
Dari ketentuan tersebut sangat jelas 
adanya campur tangan pemerintah dalam hal 
Jamsostek. Disinilah peranan yang penting 
dari pemerintah, sehingga ketentuan pidana 
tersebut seakan-akan menjadi momok bagi 
pihak yang dimaksud dalam pasal tersebut. 
Pemerintah berupaya semaksimal mungkin 
untuk melindungi tenaga kerja dalam hal 
mendapatkan hak yang seharusnya mereka 
terima. Melalui beberapa peraturan 
perundangan atau melalui pereturan 
pemerintah, Jamsostek harus diajalankan 
sebaik mungkin. Hanya saja jika dilihat kepada 
jaminan berupa tabungan hari tua, maka nilai 
yang didapatkan ketika memasuki usia pensiun 
tidak lagi bernilai besar jika dibandingkan 
dengan biaya hidup serta kebutuhan hidup 
yang semakin tinggi yang dipengaruhi oleh 
inflasi. 
Hanya saja didalam kenyataan 
Jamsostek ini lebih bernilai bagi pekerja ketika 
terjadinya kecelakaan kerja, karena biasanya 
pekerja lebih fokus kepada pemenuhan hak 
atas Jamsostek mereka ketika terjadi 
kecelakaan sedangkan dalam bentuk jaminan 
hari tua melalui tabungan hari tua, terjadi 
pelayanan yang sedikit rumit yang tidak 
dikehendaki oleh pekerja.Kejadian ini kurang 
diperhatikan oleh pemerintah dibandingkan 
pemenuhan hak apabila terjadi kematian 
terhadap pekerja. 
Manfaat jaminan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
diberikan pada fasilitas kesehatan milik 
Pemerintah atau swasta yang menjalin 
kerjasama dengan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial.Dalam keadaan darurat, 
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat diberikan pada fasilitas kesehatan 
yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam hal di 
suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan 
yang memenuhi syarat guna memenuhi 
kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial wajib 
memberikan kompensasi. 
Dalam hal peserta membutuhkan rawat 
inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di 
rumah sakit diberikan berdasarkan kelas 
standar.Ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Presiden. 
 
B. ManfaatJaminan Sosial Yang Diatur Oleh 
UU No. 3 Tahun 1992 bagiTenagaKerja 
 
Jenis program jaminan sosial meliputi: 
1. Jaminan  kesehatan,  
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Jaminan kesehatan diselenggarakan 
secara nasional berdasarkan prinsip 
asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan 
kesehatan diselenggarakan dengan tujuan 
menjamin agar peserta memperoleh 
manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar kesehatan.Peserta jaminan kesehatan 
adalah setiap orang yang telah membayar 
iuran atau iurannya dibayar oleh 
Pemerintah.  
Anggota keluarga peserta berhak 
menerima manfaat jaminan kesehatan. 
Setiap peserta dapat mengikutsertakan 
anggota keluarga yang lain yang menjadi 
tanggungannya dengan penambahan iuran. 
Kepesertaan jaminan kesehatan tetap 
berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak 
seorang peserta mengalami pemutusan 
hubungan kerja. Dalam hal peserta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh 
pekerjaan dan tidak mampu, iurannya 
dibayar oleh Pemerintah.Peserta yang 
mengalami cacat total tetap dan tidak 
mampu, iurannya dibayar oleh 
Pemerintah.Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Presiden. 
Manfaat jaminan kesehatan bersifat 
pelayanan perseorangan berupa pelayanan 
kesehatan yang mencakup pelayanan 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, 
termasuk obat dan bahan medis habis pakai 
yang diperlukan. Untuk jenis pelayanan 
yang dapat menimbulkan penyalahgunaan 
pelayanan, peserta dikenakan urun 
biaya.Manfaat jaminan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
diberikan pada fasilitas kesehatan milik 
Pemerintah atau swasta yang menjalin 
kerjasama dengan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial. 
Dalam keadaan darurat, pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
diberikan pada fasilitas kesehatan yang 
tidak menjalin kerja sama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial.Dalam hal di 
suatu daerah belum tersedia fasilitas 
kesehatan yang memenuhi syarat guna 
memenuhi kebutuhan medik sejumlah 
peserta, Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial wajib memberikan 
kompensasi.Dalam hal peserta 
membutuhkan rawat inap di rumah sakit, 
maka kelas pelayanan di rumah sakit 
diberikan berdasarkan kelas 
standar.Ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut 
dalamPeraturan Presiden. 
Besarnya pembayaran kepada 
fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan 
asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah 
tersebut.Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial wajib membayar fasilitas kesehatan 
alas pelayanan yang diberikan kepada 
peserta paling lambat 15 (lima belas) hari 
sejak permintaan pembayaran 
diterima.Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial mengembangkan sistem pelayanan 
kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan; 
dan sistem pembayaran pelayanan 
kesehatan untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas jaminan kesehatan. 
 
2. Jaminan kecelakaan kerja; 
 
 Jaminan kecelakaan kerja 
diselenggarakan secara nasional 
berdasarkan prinsip asuransi sosial. 
Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan 
dengan tujuan menjamin agar peserta 
memperoleh manfaat pelayanan kesehatan 
dan santunan uang tunai apabila seorang 
pekerja mengalami kecelakaan kerja atau 
menderita penyakit akibat kerja. 
 
3. Jaminan  hari tua,  
 
 Definisi hari tua adalah umur pada 
saat produktifitas tenaga kerja menurun, 
sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja 
yang lebih muda.
1
 
Manfaat jaminan hari tua berupa 
uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat 
peserta memasuki usia pensiun, meninggal 
dunia, atau mengalami cacat total 
tetap.Besarnya manfaat jaminan hari tua 
ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi 
iuran yang telah disetorkan ditambah hasil 
pengembangannya.Pembayaran manfaat 
jaminan hari tua dapat diberikan sebagian 
sampai batas tertentu setelah kepesertaan 
mencapai minimal 10 (sepuluh) 
                                                             
1 Ibid hal 167 
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tahun.Apabila peserta meninggal dunia, 
ahli warisnya yang sah berhak menerima 
manfaat jaminan hari tua. 
 
4. Jaminan pensiun,  
 
Jaminan pensiun diselenggarakan 
secara nasional berdasarkan prinsip 
asuransi sosial atau tabungan wajib. 
Jaminan pensiun diselenggarakan untuk 
mempertahankan derajat kehidupan yang 
layak pada saat peserta kehilangan atau 
berkurang penghasilannya karena 
memasuki usia pensiun atau mengalami 
cacat total tetap.Jaminan pensiun 
diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. 
Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Jaminan ini 
merupakan jaminan komplemen terhadap 
jaminan hari tua yang keduanya merupakan 
jaminan masa depan tenaga kerja. 
Dimaksudkan untuk turut menanggulangi, 
meringankan beban keluarga yang 
ditinggalkan dengan cara pemberian 
santunan biaya pemakaman. Serikat pekerja 
juga memberikan peranan yang baik juga 
terhadap pemenuhan hak atas jaminan 
sosial tenaga kerja tersebut. Langkah-
langkah pemenuhan kewajiban asuransi dan 
pengusaha untuk membayarnya tidak 
terlepas dari campur tangan serikat pekerja 
yang ada. 
Manfaat jaminan pensiun berwujud 
uang tunai yang diterima setiap bulan 
sebagai: 
a. Pensiun hari tua, diterima peserta 
setelah pensiun sampai meninggal 
dunia; 
b. Pensiun cacat, diterima peserta yang 
cacat akibat kecelakaan atau akibat 
penyakit sampai meninggal dunia; 
c. Pensiun janda/duda, diterima janda/duda 
ahli waris peserta sampai meninggal 
dunia atau menikah lagi; 
d. Pensiun anak, diterima anak ahli waris 
peserta sampai mencapai usia 23 (dua 
puluh tiga) tahun, bekerja, atau 
menikah; atau 
e. Pensiun orang tua, diterima orang tua 
ahli waris peserta lajang sampai batas 
waktu tertentu sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Setiap peserta atau ahli warisnya 
berhak mendapatkan pembayaran uang 
pensiun berkala setiap bulan setelah 
memenuhi masa iur minimal 15 (lima 
belas) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh 
peraturan perundang-undangan.Manfaat 
jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta 
yang telah mencapai usia pensiun sesuai 
formula yang ditetapkan.Apabila peserta 
meninggal dunia sebelum mencapai usia 
pensiun atau belum memenuhi masa iur 15 
(lima belas) tahun, ahli warisnya tetap 
berhak mendapatkan manfaat jaminan 
pensiun. 
Apabila peserta mencapai usia 
pensiun sebelum memenuhi masa iur 15 
(lima belas) tahun, peserta tersebut berhak 
mendapatkan seluruh akumulasi iurannya 
ditambah hasil pengembangannya.Hak ahli 
waris atas manfaat pensiun anak berakhir 
apabila anak tersebut menikah, bekerja 
tetap, atau mencapai usia 23 (dua puluh 
tiga) tahun.Manfaat pensiun cacat 
dibayarkan kepada peserta yang mengalami 
cacat total tetap meskipun peserta tersebut 
belum memasuki usia pensiun. 
 
5. Jaminan Kematian   
Jaminan kematian diselenggarakan 
secara nasional berdasarkan prinsip 
asuransi sosial.Jaminan kematian 
diselenggarakan dengan tujuan untuk 
memberikan santunan kematian yang 
dibayarkan kepada ahli waris peserta yang 
meninggal dunia. Manfaat jaminan 
kematian berupa uang tunai dibayarkan 
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah 
klaim diterima dan disetujui Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial.Besarnya 
manfaat jaminan kematian ditetapkan 
berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu 
 
4.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
 
Dari uraian pembahasan diatas dapat 
dikatakan bahwa pemerintah Provinsi Riau telah 
berusaha semaksimal mungkin melindungi  hak 
tenaga kerja. Tanggung jawab itu dapat dilihat 
dari aturan perundang-undangan yang 
dibuatolehpemerintah, dimulai dari pekerjaakan 
bekerja sampai setelah habis masa bekerja. 
Adanya penyelewengan dilapangan itu termasuk 
kepada kesalahan oknum tertentu yang 
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mengambil keuntungan terhadap hubungan antar 
pekerja dengan pengusaha. 
Jadi dapat dikatakan bahwa Jamsostek 
sangat berperan dalam kelangsungan hidup 
pekerja mulai dari awal bekerja sampai pekerja 
tidak dapat bekerja lagi akibat kecelakaan atau 
karena kematian. Dengan adanya Jamsostek 
keluarga yang ditinggal pun dapat 
mempergunakan uang santunan tersebut untuk 
menyambung hidup mereka dengan 
memamfaatkan uang tersebut sebagai modal 
berusaha. Begitu banyak manfaat yang didapat 
oleh pekerja sehingga sudah sebaiknyalah pekerja 
ikut serta dalam JAMSOSTEK ini. 
 
B. Saran 
 
Saran yang dapat Penulis sampaikan adalah 
agar pemerintah dapat mengawasi pengelolaan 
dana Jamsostek ini. Sebagai pekerja memang 
sebaiknya mengantisipasi hal-hal yang tidak 
diinginkan selama bekerja dengan ikut menjadi 
anggota Jamsostek. 
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